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PENDAHULUAN
A. LatarBelakang

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,
yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya
kehidupan organisas pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum.Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-
Undang Dasar1945.*

Praktik peran sentra pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan nasional
dalam satu dasawarsa terakhir, turut berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca
reformasi.Pendekatan sentralistik pada rezim orde baru, justru berakhir dengan tingginya
tingkat kesenjangan pembangunan antardaerah.

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian
kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya
daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota,
namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat
paling bawah, yaitu Desa.

Daam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, pengaturan tentang Desa telah mengalami
perubahan beberapa kali sgjak Zaman Kolonia yakni Regeeringsreglement yang merupakan

cikal baka pemerintahan desa. Setidaknva ada beberapa aturan perundang-undangan yang
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muncul sgjak tahun 1945 diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan
Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, Ketetapan MPRS No. [1I/MPRS/1960 tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No. 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan mengenal Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UUDesa.

Perubahan fundamental pengaturan terkait pemerintahan desa ini tentunya memberikan
implikasi dalam perkembangan dan dinamika desa terutama dalam hal tata kelola pemerintahan
desa, mula dari perubahan bentuk desa menjadi kelurahan sampai persoalan aturan mengenai
hak asal usul dan kewenangan desa yang bisa sgja berbenturan dengan Peraturan Daerah yang
telah ada sebelumnya. Perkembangan pengaturan desa ini juga membawa implikasi pada tingkat
kesigpan daerah dalam pembangunan desa dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
rangka tata kelola pemerintahan didesa.

Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut
UU Pemda merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih
dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang
diamanatkan oleh konstitusi sebagal jalan menuju rakyat yang sejahtera.Dari sinilah dapat

ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun



Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian
menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam UU Desa telah
disebutkanbahwa:“Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian penting bagi keberadaan bangsa
Indonesia.Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan
keragaman IndonesiaSelama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan
penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa.Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang
tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara
menyeluruh.Dengandemikian, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama
dalam pelaksanaan kewenangannya.*

Secara historis, desa merupakan cika bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sgenis desa,
masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang
sangat penting. Desa merupakan institus  yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan
hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antara lain yang ditunjukkan dengan tingkat
keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa, desa di kabupaten/kota secara

# Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 1

*http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SK RI PS| %20L ENGK A
NIL%20M A%E2%80%99SURA .pdf ?sequence=1, yang diakses pada tanggal 28 april 2017



bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesual usul dan prakarsa
Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda.
Dengan asumsi bahwa masyarakat di wilayah tersebut |ebih mencirikan masyarakatperkotaan.”

Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak diatur secara eksplisit.
Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 danPermendagriNomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran dan Berita Daerah mengatur bahwa Peraturan Desa diundangkan dalam Berita
Daerah. Meski UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa,
bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan
perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang- undangan
berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Maelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konsgtitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komis yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yangsetingkat.

2. Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana dimaksud padaayat  (1)diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkankewenangan.

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Bunyi Pasal 1 ayat (3) tersebut merupakan kehendak rakyat (volonte generale) tertinggi bangsa

Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, selain

® HAW Widjgja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, Raja Grafindo,Jakarta,
2004,hal .4



itu prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar
utama dalam menggerakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil
dan sgjahtera berdasarkan Pancasila. Tujuan Negara Indonesia selanjutnya tertuang dalam alinea
keempat pembukaan UUD NKRI 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahindonesia;

2. Memajukan kesejahteraanumum;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;dan

4. lkut  melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilansosial.®

Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,
kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan dari aat-alat pemerintahannya harus
berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Salah satu pilar untuk
mewujudkan negara hukum yaitu dengan membentuk peraturan perundangan-undangan dan
penataan kelembagaan negara, oleh karena itu peranan peraturan perundang-undangan dalam
konteks negara hukum tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai
pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat berupa undang- undang, di
daerah berupa peraturan daerah, dan di tingkat desa berupa peraturan desa.”

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini

dengan judul “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia”.

B. RumusanMasalah

®Moh.MahfudM D, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,hal.17.

" Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Buku | Dasar dan Teori, UNILA, Bandar Lampung, 2013, hal.11



Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas serta sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu:
“Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia”, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis, antaralain:

1. Bagaimanafaktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan desa?

2. Bagaimana kedudukan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan

dilndonesia?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi |ahirnya peraturan desa.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan eksistensi peraturan desa dalam sistem hukum

perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai

berikut :

1. ManfaatTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi



baik di dalam ilmu hukum ataupun beberapailmu terkait lainnya.

. ManfaatPraktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah
baik Pusat ataupun Daerah agar lebih mengetahui bagaimana kedudukan dan eksistensi

dari Peraturan Desaitu sendiri.

. Manfaat bagi Diri Sendiri
Untuk mengetahui Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan Perundang-
undangan di Indonesia dan sebagai syarat bagi penulis menyelesaikan S1 di Universitas

HKBP Nommensen.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa
1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air,
tanah asal, atau tanah kelahiran.Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a
groups of hauses or shops in a countryarea, smaller than a town”.Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkanhak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional danberada
di Daerah Kabupaten.

Desa menurut HAW. Widjga daam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”
menyatakan bahwa*“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisas dan
pemberdayaan masyarakat”.®

Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan bahwa desa
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sgjumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunya organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam ikatan Negara K esatuan Republik Indonesia.’

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan
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Desa sebagal berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
izze)puPOIlk Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat
Pada pengertian desa menurut Widjgja dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di

atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur
dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan
mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondis dan sosial budaya setempat, maka
posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang
seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat
akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomer 6 tahun 2014, desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'Serta desa dalam artian administaratif
menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan
hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72

Tahun 2005 tentang Desa yakni:

19 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,Pasal 1 ayat 12.
1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1



a Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul
desa

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota
yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara
langsung dapat meningkatkan pelayananmasyarakat.

Cc. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, danPemerintah
Kabupaten/K ota.

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan
kepadadesa.'?

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat sesual dengan tingkat perkembangan dan kemguan pembangunan. Dalam
menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang
harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa
atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan
masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikas antar
dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosia,
produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup
beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor
kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pemerintah Desa
Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian

secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan- badan Legidlatif,

2Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.



Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan
pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ
eksekutif dan jgjaranya dalam rangka mencapal tujuan pemerintah Negara.Pendapat yang sama
di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu
menyangkut 3 fungsi utama. Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legidatif, eksekutif,
yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja. ™

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6
menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

. Selanjutnya
dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.®

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian
tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.*®

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis

Pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun

dan membina masyarakat.

M och.Solekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet: Ke
3. Malang. Setara press.hal. 22.

YPeraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

BPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat 7

!¢ Undang-Undang Desa Pasal 25



2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provins dan
Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa, sebagal lembaga eksekutif
Pemerintah Desa yang berfungs sebaga kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam
menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.Perangkat Desa bertugas
membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah
desa.Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa
sebagaimana yang di maksud pada Pasal 202 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004,
diis dari pegawal Negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasan Pasal 202 ini
menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain
Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinst NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung
di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Mauku, Ayat (2) yang di maksud dengan
perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang
terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur
kewilayahan sperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat ( 3) Sekretaris Desa yang ada
selama ini yang bukan Pegawal Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri
sipil sesuai peraturanPerundang-undangan.*’

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang
dalamtatacaradanproses duri pertanggungjawabannyadi sampaikankepadaBupati atau Walikota
melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan
keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-

pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat

Ysarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012.Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama.
Jakarta. Rineka cipta.hal. 288.



melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih
lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.®

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik
Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur Oleh Undang —
undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Rl Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.Calon kepaa desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala
Desa.Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat
setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Undang-Undang dan
PeraturanPemerintah.*

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan DesaBerdasarkan Asas:

K epastianHukum

Tertib penyel enggaraanpemerintahan
Tertib kepentinganUmum
Keterbukaan

Proporsionalitas

Profesionalitas

Akuntabilitas

Efektivitas danefisiensi

Kearifanlokal

K eberagaman,dan

Partisipatif*
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Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

M. Firman hadi “Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD DalamPelaksanaan
Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Skripsi Mataram.
Fak. Hukum Universitas Mataram. hal. 5-6.

¥Sarman dan Mohammad taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cet: pertama,
(Jakarta: Rineka cipta 2012), h.288

% Pasal 24 UU Desa



pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,,pembinaan masyarakat desa,dan

pemberdayaan masyarakat desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan

BPD mempunya tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan

ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungs Kepala Desa dan BPD dalam

pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan

desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa

Daam melaksanakan tugasnya Sesual dalam pasal 26 angka 2 UU Desa, Kepala Desa

berwenang:
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o

M emimpin penyelenggaraan pemerintahandesa

Mengangkat dan memberhentikan perangkatdesa

Memegang kekuasaan pengel olaan keuangan dan asetdesa

Menetapkan peraturandesa

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

M embina kehidupan masyarakatdesa

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar
mencapai  perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakatdesa.

. Mengembangkan sumber pendapatan desa
. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekeyaan negara guna

meningkatkan kesej ahteraan masyarakat desa.
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakatdesa
Memanfaatkan teknologi tepatguna

. Mengoordinasikan pembangunan desa secaraPartisi patif

Mewakili desa di dadlam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

M el aksanakan wewenang lain  yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.?

ZAprianus Umbu Reada Ndata Meha 2012. “Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD)
dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan’’, Yogyakarta. Sekolah tinggi pembangunan
masyarakat Desa "APMD”. hal. 17.

Yndang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 2.



Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan Kepala Desa

berkewajiban :

a
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Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Meningkatkan kesg ahteraan masyarakatdesa.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakatdesa

Menaati dan menegakkan peraturanperundang-undangan.

M el aksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilangender

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akun tabel, transparan,
profesional, efektif, dan efisien ,bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme.

Menjalinkerjasama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
Menyel enggarakan administrasi Pemerintahan Desa yangbaik.

Mengelola keuangan dan aset desa

M el aksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandesa

Menyel esalkan perselisihan masyarakat didesa.

Mengembangkan perekonomian masyarakatdesa

. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakatdesa

Memberdayakan masyarakat dan |lembaga kemasyarakatan didesa
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
Memberikan informasi kepada masyarakatdesa.?®

Selain kewgjiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban

untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota,

memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku

di suatu negara, karena “Peraturan Perundang-undangan” sebagai hukum tertulis merupakan

esensi atau bagian yang sangat penting dari “sistem hukum” dari negara hukum (modern) yang

demokratis. Dalam aspek kesgarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep

%Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 4.



negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktikkan sgak zaman
Y unani Purba sampal sekarang (abad 21).Sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya
dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis
merupakan bagian/unsur dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas structure,
substance dan culture.**

Artinya, suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau sub sistem dengan
segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling
tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta
mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, maka sistem peraturan
Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang
satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu
kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan
untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dan memberikan pedoman pasti mengenai tata
cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Peraturan Desa

Peraturan yang melandasi penyel enggaraan pemerintahan desa pertamakali dimuat dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Desa pragja disebut dengan keputusan desa

2 Machmud Aziz. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-
Undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5. hal. 118.



praja®*Pada masa Orde Baru, peraturan desa tidak dikenal karena tingkat desa hanya dikenal
Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
Keputusan Desa kemudian melaui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, berubah nama menjadi Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan
berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya
sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa setempat.?® Artinya, undang-undang tersebut menunjukkan bahwa,
produk hukum peraturan desa diakui keberadaannya sebagal suatu perangkat dasar legitimas
penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kata lain peraturan desa disusun sebagal acuan
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pemerintahan desa memiliki kemandirian dalam menjaankan roda pemerintahan di desa
dibanding pada saat orde lama dan orde baru karena telah diberi kewenangan untuk membentuk
suatu peraturan desa. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan BPD memiliki peranan yang semakin kuat bersama Kepala Desa sebagal
penyelenggaraan pemerintahan desa karena memiliki fungs menetapkan peraturan desa bersama
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggaran pendapatan dan
belanja desa, dan keputusan kepala desa.?” Selain itu, menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Selanjutnya, Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

%y ando Zakaria dan Abih Tandeh.2000. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru, Jakarta Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat.hal. 25.

% Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3, 2018, hal. 251-252.

" Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011,
hal. 65-66.



Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang
anggaran pendapatan dan belanja desa. Memang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
hanya Pasal 212 ayat (5) yang secara tegas menyebutkan materi muatan Peraturan Desa yaitu
yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

Muatan Perdes adalah selurun materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
desa dan menampung kondisi khusus desa.Rancangan Perdes dapat berasal BPD dan Kepala
Desa.Program penyusunan Perdes dilakukan dalam suatu program legislas desa, sehingga
diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan suatu materi Perdes. Ada beberapa
jenis Perdes yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa antara lain:

(D) Retribusi Desa,

(2)Tata Kelola Kawasan Hutan Rakyat,

(3)Rencana Konservasi Desa,

(4) Tata Ruang Wilayah Desa,

(5)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

(6)Perangkat Desa,

(7)Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peraturan umum lainnya.

Pembentukan Perdes yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

(@) kegelasan tujuan,

(b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,

(c) kesesuaian antarajenis dan materi muatan,

(d) dapat dilaksanakan,

(e) kedayagunaan dan kehasilgunaan,

() kejelasan rumusan, dan
(g) keterbukaan.

Selanjutnya, penyusunan Perdes harus memenuhi tiga aspek, yakni yuridis, filosofis, dan
sosiologis. Sering kali penyusunan perda mengabaikan aspek sosiologis, yakni hukum yang

berlaku di masyarakat, dan karena tidak melihat potens dan karakteristik masyarakat,



implementasi Perda maupun Perdes banyak terganggu, bertentangan dengan aturan yang lebih
tinggi, serta tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah.
2. Kedudukan Hukum Peraturan Desa

Terbentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.Dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menyatakan dalam Bab Il mengena jenis, hierarki dan
materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2011 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundangundang yang berlaku di Indonesia
sebagai suatu peraturan perundang-undangan.?®

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan
perundang-undangan. Hal ini dikarenakan akan bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal
24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana ketika peraturan desa dikategorikan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah
Agung. Hal tersebut dianggap tidak redlistis karena akan membebani Mahkamah Agung dengan
tugas-tugas yang sangat banyak. Akan tetapi, kedudukan peraturan desa sebenarnya masih
termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Magelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komis Yudisia, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komis yang setingkat yang

dibentuk Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan

% Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, Op.cit., hal. 255.



Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.?

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asas kesesuaian antara jenis, hierarki,
dan materi muatan.Asas ini mengandung arti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menyatakan bahwa: “Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.*

Gunarto Suhardi®** bahwa yang dimaksudkan kedudukan adalah keberadaan, posisinya
dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Hal ini dikuatkan
dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna yang mengatakan bahwa berbicara mengenai
kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Jadi, masalah kedudukan peraturan desa tidak
lain adalah masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur
pemerintahan (organisasi kenegaraan).*

Bilamelihat ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 tentang definisi peraturan perundang-
undangan disebutkan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

atau pegabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

#Ibid, hal. 255.

*Ibid. hal. 256.

3 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008,
hal. 67.

#Ipid. hal. 68.



undangan.” Menurut Maria Farida® menetapkan peraturan desa sebagai peraturan perundang-
undangan adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 32/2004. Dengan
pendapat tersebut bukan berarti bahwa badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala
desa tidak boleh atau tidak dapat membentuk suatu Peraturan Desa atau nama lainnya, badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tetap dapat membentuk suatu peraturan
desa, yang bersifat mengatur (dan mengikat secara umum), dalam arti peraturan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan sgja, tetapi tidak sebagal peraturan perundang-undangan.

Jadi bila dikaitkan antara ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, Pasal 206 UU 32/2004
jo. Pasa 7 dan 8 PP 72/2005 beserta penjelasannya dengan konsep penyelenggaraan
pemerintahan di atas, maka peraturan desa berfungs dalam rangka untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundangundangan, wewenang yang
berasal dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, wewenang dalam rangka tugas
pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provins, atau pemerintah
kabupaten/kota, atau wewenang yang berasal dari hak asal-usul desa. Namun, peraturan desa
bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 12/2011,
peraturan desa hanya sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Eksistensi peraturan desa dalam perkembangannya tidak untuk melaksanakan otonomi,
namun hanya sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Fungs
pemerintahan tersebut berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota, sedangkan kedudukan peraturan desa

menurut UU 12/2011 adalah di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarki Pasal 7 ayat (1)

% Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan |(Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Y ogyakarta, Kanisius, 2007,
hal. 102.



UU 12/2011, atau peraturan desa dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan.®*
Dibentuk berdasarkan kewenangan memiliki makna bahwa peraturan desa dapat dibentuk
melalui delegas atau mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi dengan kata lain urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada
desa atau tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provins, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota, selain itu dalam pembentukannya, peraturan desa dilarang bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Peraturan desa juga berfungsi dalam
rangka untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, wewenang yang berasal dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, wewenang
dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten/kota, atau wewenang yang berasal dari hak asal-usul desa. Namun,
peraturan desa bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud Pasal 1 angka 2
UU 12/2011, peraturan desa hanya sebagai instrumen penyel enggaraan pemerintahan di desa.
Jadi Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dipisahkan
eksistensinya sebagal Peraturan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun
2004. Dengan kata lain posisi peraturan desa sekarang ini menunjukkan bukan merupakan

peraturan daerah lagi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Model Pengujian Peraturan Desa
Konsep judicial review berasal dari negara-negara yang menganut supremasi konstitusi.

Istilah judicial review itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat

% Bagus Oktafian Abrianto, Eksistenss Peraturan Desa Dalam Sstem Ketatanegaraan dan
PerundangUndangan Di Indonesia, Y uridika, 2011, Surabaya, hal. 245.



yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah
yang bertentangan dengan konstitusi. Judicial review merupakan mekanisme pengujian peraturan
perundang-undangan tertentu oleh hakim.Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau terhadap
konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Mengenai hak menguji dalam praktiknya dikenal dua macam hak menguji (toetsingsrecht),
yaitu:

a. Hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan

b. Hak menguji materia (materiele toetsingsrecht).

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai sesuatu produk legidlatif seperti
undang-undang.Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soa prosedural dan berkenaan
dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.* Pengujian material berkaitan dengan
kemungkinan pertentangan isi muatan suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi
ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu peraturan dibandingkan
dengan normanorma yang berlaku umum.*

Pengujian peraturan perundang-undangan jika dipandang berdasarkan waktu pengujian,
dibagi menjadi dua istilah yaitu review dan preview.Review berarti memandang, menilai, atau
menguji kembali. Sedangkan preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari
sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu. Jika peraturan perundang-undangan itu sudah
sah sebagal peraturan perundang-undangan, maka pengujian dapat disebut sebagai review.Akan

tetapi, jika statusnya masih sebagai rancangan peraturan perundang-undangan dan belum

*Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta,
RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 5.
*Ibid, hal. 6.



diundangkan secara resmi sebagai peraturan perundang-undangan, maka pengujiannya tidak
dapat disebut sebagai review, melainkan preview.

Jadi, pengujian terhadap peraturan desa dilakukan dengan mekanisme pengujian secara
executive preview dan executive review. Mekanisme executive preview dan executive review
merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang lahir dari proses pengawasan secara preventif

ataupun refresif terhadap produk hukum di desa.

D. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Pengujian Peraturan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa
adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah desaAgar urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka
dibentuklah suatu Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes). Pada prinsipnya, Perdes
berfungs ,Pertama, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun temurun
diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-
kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal usul desa, kewenangan kabupaten kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain
berdasarkan perintah Peraturan Perundangundangan di atasnya. Ketiga, sebagai sarana normatif
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.>’

Perdes di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan, Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang

sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, keberadaannya diatur dalam Pasal 7

3" | Gede Pantja Astawa & Suprin Na’a, Dinamika Hukum Dan llmu Perundangan-undangan Di Indonesia,
Cet. 1, Ed. 1, Bandung, Alumni, 2008, hal. 72.



ayat (1) yang menentukan bahwa Peraturan Desa termasuk salah satu dari peraturan perundang-
undangan, ditegaskan lagi dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah salah satunya adalah
berupa Peraturan Desa. Ha ini menunjukkan bahwa desa yang seharusnya memiliki pola
peraturan yang tersendiri menjadi sama dengan peraturan yang lainnya. Pencabutan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, memberikan penafsiran berbeda mengenai letak atau kedudukan
Perades. Hal ini disebabkan karena Peraturan Desa tidak dicantumkan sebagai salah satu hierarki
Peraturan Perundang-undangan.®

Kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan bertujuan untuk
menjaga dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan
berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitas
pemerintahan agar selau selaras dan sgalan dengan UUD NKRI 1945.0leh karena itu, proses
pengujian peraturan desa menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan, untuk
mengharmoniskan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum selain itu pengujian terhadap peraturan desa untuk melindungi masyarakat
dari kesewenang-wenangan penguasa dan untuk melindungi hak dari masyarakat desa.Guna
menjamin dan memastikan pembentukan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan kepentingan umum maka sangat diperlukan pengujian terhadap

peraturan desa.

#¥Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7
ayat (1).

*¥Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7
ayat (1).



Secara langsung berarti pembentukan Peraturan Desa haruslah sesuai dengan kaidah dan
aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak boleh
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, namun di sisi lain menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah sub-ordinasi dari kabupaten dan Peraturan Desa merupakan
aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga harus mendapat pengawasan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi. Artinya, Peraturan Desa sebagal salah satu produk peraturan perundang-undangan yang
pembentukan harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatan di
dalamnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-
Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah
Kabupaten/Kota apabila materi muatannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.



BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN
A. JenisPendlitian
Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang
berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada.Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang
meliputi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan desa serta literatur-literatur

yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni
penelitian ini mengkgji data berdasarkan norma yang ada mengenaikedudukan pemerintahan
desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dianalisa berdasarkan
Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan

dengan masalah tersebut.

C. Sumber Data
Daam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan
daamtigajenis, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritetif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
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putusan hakim.*® Sumber data yang berupa peraturanperundang- undangan yaitu Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan denganmateri penulisan. Data
jenisini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumenpadainstans terkait.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjukmaupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnyakamus-kamus dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun penedlitian ini metode anadlisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan

carastudi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaituUndang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa serta peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang berkaitan.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kedudukan pemerintahan desa
dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,
transkip, buku, dan sebagainya. Metode ini di gunakan pada saat penelusuran informas
yang bersumber dari dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan

yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.*

E. Instrumen Pendlitian

“ peter Mahmudi Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. K encana Perenada Media Grup, hal. 141.
' Husaini Usman. 2004. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara. hal. 73.



Bagian ini pendliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis

penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studidokumen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganaisis data mengunakan analisis normatif
kualitatifatau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar,data
tersebut diperoleh dari catatan,dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi,
kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik

kesimpulan tentang masal ah-masalah yang diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data
Daam menguji data dan materi yang disgjikan, diperlukan metode sebagai berikut:
1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang
undangan.
2. Deskriktif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau

memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.






